BUPATI LEBONG

KEPUTUSAN BUPATI LEBONG
NOMOR 231 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PERCEPATAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN
TIGA JUTA RUMAH DI KABUPATEN LEBONG

BUPATI LEBONG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan
Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan
Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri
Dalam Negeri Nomor 03. HK/KPTS/Mn/2024, Nomor
3015/KPTS/M/2024, Nomor 600.10-4849 Tahun
2024, tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan
Program Pembangunan Tiga Juta Rumah;

b. bahwa untuk mencapai target program sebagaimana
dimaksud dalam huruf a di atas, perlu dilakukan
koordinasi antara Dinas Perumahan Kawasan dan
Permukiman Kabupaten Lebong untuk menetapkan
Pembebasan Bea Perolahan Hak Atas Tanah dan
Bangunan, Pembebasan  Retribusi  Persetujuan
Bangunan Gedung, serta Percepatan Penerbitan
Persetujuan Bangunan Gedung Dalam Rangka
Mendukung Program Tiga Juta Rumah di Kabupaten
Lebong;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu
menetapkan  Keputusan Bupati tentang Tim
Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga
Juta Rumah di Kabupaten Lebong;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang
Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 1967 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten
Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154,
Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia

Nomor 4349);
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3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundnag-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran  Negara Indonesia = Nomor  5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undnag-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

S. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6628);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6681);

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191
Tahun 2024 tentang Kementerian Perumahan dan
Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 388);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);
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) Menetapkan

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun
2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2021
Nomor 1);

11. Peraturan Bupati Lebong Nomor 36 Tahun 2016

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Lebong sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati
Lebong Nomor 52 Tahun 2021 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Bupati Lebong Nomor 36 Tahun
2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Lebong.

MEMUTUSKAN :

KESATU : Tim Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga
Juta Rumah Di Kabupaten Lebong, dengan susunan
keanggotaan tim sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan Bupati ini

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU,
bertugas:
a. Meyusun rencana kerja pelaksanaan percepatan

program pembangunan tiga juta rumah;

b. Melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait;
c. Melakukan monitoring, evaluasi serta pelaporan

berkala kepada Bupati Lebong dan

d. Melakukan Langkah-langkah strategis lainnya yang

diperlukan untuk mendukung kelancaran
pelaksanaan program pembangunan tiga juta rumah
di Kabupaten Lebong.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana
mestinya.
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Ditetapkan di Tubei
pada tanggal ©6 Agustus 2025

BUPATI LEBONG, {

Tembusan disampaikan Kepada Yth.
1. Ketua DPRD Kabupaten Lebong
2. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Lebong

3. Kapolres Lebong

4. Yang Bersangkutan



